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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas 

perkenannya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana 

Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026. 

Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan untuk menjabarkan 

secara lebih operasional visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.  

Sistematika Penyusunannya  mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah.   

Secara umum Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun    2021 - 2026, mermemuat indikator kinerja 

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD sebagai. Oleh karena itu, rencana strategis ini diharapkan 

dapat digunakan untuk : 

1. Tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan peneyelenggaraan 

pengawasan tahunan berbasis risiko Pemerintahan di Kabupaten 

Sukoharjo yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja 

sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah 

dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, 

serta peluang dan ancaman dalam implementasi pengawasan Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Menjadi pedoman bagi APIP dalam rangka penguatan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan  di Kabupaten Sukoharjo. 

 Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun    2021 - 2026 dapat memberikan nilai 

tambah yang konstruktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan 

daerah selama 5 tahun ke depan. 

 

           Sukoharjo, 30 Mei 2023 

INSPEKTUR DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

 

 

Drs. DJOKO PURNOMO 

Pembina Utama Muda 

NIP 19681225 198803 1002 



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI ...........

DAFTAR TABEL ........

DAFTAR GAMBAR ......

i

ii

iv

v

BAB I PENDAHULUAN ........................................       1

1.1. Latar Belakang..............................................  1

1.2. Landasan Hukum ..............................      2

1.3. Maksud dan Tujuan .....................................  4

1.4. Sistematika Penulisan ..................................  5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT ...............  7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7

Inspektorat Daerah.... ........................... .

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah.................  14

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .... 17

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Inspektorat Daerah...................... 21

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 22

INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarakan

Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat 22

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 23

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal

Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Jawa 25

Tengah

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada 28

RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis....................  29

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .................................. 32



; i

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .................. 34

BAB Vi RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 35

PENDANAAN ..................................................

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 55

BAB VIII PENUTUP .......................................................... 56

I \



Tabel 6.2.

Tabel 7.1

Tabel 7.2.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan 
Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah 
Kabupaten Sukohaijo.............................................  47

Indikator Kinerja Peneyelenggaran Bidang Urusan 
Pcngawasan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran 
RPJMDTahun 2021-2026 .....................................  55

Perubahan Target Kinerja Bidang Pengawasan 56 
tahun 2021-2026....................................................

V



Gambar Hubungan Renstra dan RPJMD ................. ....... 1
1. 1.

Gambar Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah 8
2.1. Kabupaten Sukohaijo

DAFTAR GAMBAR



BAB I
PENDAHULUAN

1,1. La tar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah 
Kabupaten Sukohaijo Tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan 
kebutuhan dari aspek perencanaan kebijakan di bidang pengawasan 
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo merupakan 
instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kineija selama 5 (lima) 
tahun, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT), Rencana Keija (Renja) dan anggaran sesuai dengan tugas 
dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan 
pengawasan penyeienggaraan pemerintahan daerah

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo 
dilakukan bersamaan waktunya dengan proses penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 
tahun 2021-2026. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD 
yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program-program prioritas 
terpilih untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Ilustrasi 
hubungan Renstra dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1.1. Hubungan Renstra dan RPJMD
Dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, dilakukan juga 
sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. 
Sinkronisasi dimaksudkan untuk menelaah kebijakan nasional dan
provinsi yang berdampak, harus dipedomani dan harus dijabarkan 
dalam dokumen perencanaan di daerah, antara lain :
1. mempedomani RPJM Nasional, dengan cara menyelaraskan 

sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan 
jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda 
pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan
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program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, 
kondisi, dan karakteristik daerah;

2. mempedomani RPJMD Provinsi, dengan cara menyelaraskan visi, 
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 
pembangunan jangka menengah daerah dengan arah serta 
prioritas pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, 
kondisi, dan karakteristik daerah;

3. memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, dilakukan 
dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan 
kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis 
kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian daiam 
pembangunan nasional;

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo mengacu pada 
dokumen RPJMD Sukohaijo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen 
yang terkait, seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 
Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan sejumlah dokumen terkait 
lainnya. Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk melakukan 
perubahan Renstra Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Terdapat Indikator Kineija Perangkat Daerah yang telah melampaui 
target tahun berkenaan (Tahun 2022) atau sampai dengan akhir 
Renstra (Tahun 2026);

2. Terdapat Perubahan Kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

3. Terdapat penyesuaian Indikator berdasarkan Keputusan Menteri 
Daiam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, Vaiidasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, 
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan 
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo tahun 2021- 
2026 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten daiam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi;
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4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawa'b Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan Pengendaiian dan Evaiuasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendaiian Intern Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

16. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan Korupsi;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem 
Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara 
Nasional;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Sukoharjo 2021-2026 1-3



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 
050-3807 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi 
Pemutakhiran Kiasifikasi, kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322);

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447);
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 110);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukohaijo Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 174);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukohaijo Tahun 2011 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011- 
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 262);

37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukohaijo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukohaijo Tahun 2022 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 307);

38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukohaijo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 298);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukohaijo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
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Kabupaten Sukohaijo Nomor 300);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, 

misi dan tujuan RPJMD dalam kebijakan, program dan kegiatan 
Inspektorat Daerah Kabupaten untuk kurun waktu lima tahun ke 
depan.
2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:
a. Menjadi pedoman Inspektorat dalam menyusun Renja dan 

rancangan RKPD;
b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta 

pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun ke depan;
c. Menjabarkan secara operasional Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 
2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukohaijo Tahun 
2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAK PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
2.2 Sumber Daya PD
2.3 Kinerja Pelayanan PD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB HI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 
DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat

3.3 Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 

pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

BAB VII 

BAB VIII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 
PENDANAAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Slruktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana disebutkan bahwa 
Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo masuk dalam Tipe B.

Inspektorat Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah 
Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo merupakan unsur 
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh 
Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk membina dan 
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

2.1.1. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat 

mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineija dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
bupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Daerah berdasarkan 

Peraturan Bupati Sukohaijo Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Keaudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Keija, Staf Ahli Bupati, 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Inspektorat Daerah dan Kecamatan.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo sebagai 
berikut:
1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
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3. Inspektur Pembantu, terdiri atas:
a. Inspektur Pembantu I;
b. Inspektur Pembantu It;
c. Inspektur Pembantu III; dan
d. Inspektur Pembantu Khusus.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGAN!SASI[NSPEXTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Keleraogan:
-------------------: Cans Permtah
------------- ; Garis Koordinasi

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten
Sukohaijo

2.1.4. Tugas dan Fungsi Jabatan Structural dan Fungsional
1. Inspektur Daerah
l.a. Tugas :

Membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

1. b. Fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 
pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineija dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
bupati dan / atau gubemur sebagai wakil pemerintah pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya.

2 Sekretaris
2. a. Tugas :
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Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua 
unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
2. b. Fungsi:

a. Pengkoordinasikan perumusan rencana program keija dan anggaran 
pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan 
perundang-undangan dan pengadministrasian keija sama;

b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, 
analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring 
dan evaluasi pencapaian kineija;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rum ah 

tangga;
e. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata 

laksana di lingkungan Inspektorat Daerah;
f. Pengoordinasiaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan 

serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat 
Daerah;

g. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi
3.a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 
pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun 
dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, 
Kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. Melaksanakan 
administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian 
dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian 
pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, monitoring dan 
evaluasi, koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi dan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.b. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran 

Inspektorat Daerah;
b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program keija pengawasan;
c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pengelolaan dokumentasi hukum;
d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat pengawas 

Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
e. Penginventarisasian hasil pengawasan;
f. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan 

evaluasi pengawasan;
h. Pendokumentasian hasil pemutahiran tindak lanjut hasil 

pengawasan;
i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja 

Inspektorat Daerah;
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j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi, supervise, dan 
pencegahan korupsi; dan

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi 
birokrasi.

4, Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
4. a. Tugas pokok :

Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan 
dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, 
akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat 

Daerah;
c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas 

laporan pemeriksaan keuangan;
f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

5. Inspektur Pembantu
5.a. Tugas ;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap 
pengelolaan keuangan, kineija dan urusan pemerintahan daerah pada 
Perangkat Daerah.
5.b. Fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan 
pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

b. pereneanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kineija Perangkat Daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
f. pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
h. kerja sama pelaksanaan pengawrasan dengan Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah lainnya;
i. pemantauan dan pemutakhiran tin dak lanjut hasil pengawasan;
j. pelaksanaan pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan 

pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan 
wewenang dan tindak pidana korupsi;

k. pelaksanaan pengnitungan kerugian keuangan negara/'daerah 
dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh 
aparat penegak nukum untuk aiiakukan pernitungan kerugian 
keuangan negara/Daerah;
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l. penyusunan laporan hasil pengawasan;
m. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan 

khusus;
n. pelaksanaan penyusunan program keija pemeriksaan khusus;
o. pelaksanaan pemeriksaan atas aduan masyarakat;
p. pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra 
PD) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) serta meyakinkan penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) telah sesuai dengan kaidah 
perencanaan;

q. pelaksanaan reviu dokumen perencanaan pembangunan dan 
anggaran Daerah tahunan (Rencana Keija Pembangunan Daerah, 
Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Keija dan 
Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah termasuk perubahannya) 
dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan 
daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan 
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran 
daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

r. pelaksanaa reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan 
sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada 
modifikasi meterial yang dilakukan dan laporan keuangan telah 
disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai 
dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

s. pelaksanaan reviu laporan kineija dengan sasaran memberikan 
keyakinan secara terbatas bahwa laporan kineija telah menyajikan 
informasi kineija yang andal, akurat dan berkualitas;

t. pelaksanaan reviu laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai 
akurasi, keanaalan, dan keabsahan informasi kineija dalam 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

u. pelaksanaan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran 
meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;

v. pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas 
Kineija Instansi Pemerintah;

w. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
x. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyeiesaian terkait tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah seusai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan

y. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional
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6.a. Tugas :
melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam 

menunjang tugas Inspektorat.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD); 
dan

b. Auditor.
6.b. P2UPD mempunyai tugas ;

1) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan 
pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan meliputi:
a) melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan 

urusan pemerintahan;
b) melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan;
c) melaksanakan pengawasan atas Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah;
d) melaksanakan pengawasan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan;
e) melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
f) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis 

pemerintahan di Daerah.
2) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan;
3) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan masukan guna keiancaran pelaksanaan tugas; dan
4) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6.c. Auditor mempunyai tugas:
1) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
2) melaksanakan tugas pengawasan meliputi audit, evaluasi, reviu, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsuitasi, 
sosialisasi dan asistensi;

3) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan;

4) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan masukan guna keiancaran pelaksanaan tugas; dan

5) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
d. Auditor memiliki wewenang:
1) memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan 

oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
2) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang 

milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata 
usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan- 
perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, 
pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan 
penugasan;

3) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan 
dalam penugasan pengawasan;
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4} memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan 
pejabat instansi yang diawasi; dan

5) menggunakan tenaga ahii diluar tenaga auditor, jika diperlukan.
2.2. Sumber Daya PD
2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Salah satu instrumen pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pemberdayaan adalah Aparatur Sipil Negara dengan 
kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah ASN Inspektorat Daerah 
keaaaan Per 31 Desember 2022 sebanyak 45 orang, yang terdiri dari 
24 laki-laki (53%) dan 21 perempuan (47%). Adapun distribusi PNS per 
golongan sebagaimana tabel berikut in i ;

Tabel 2.1
Pegawai Lingkungan Inspektorat Daerah

No. Instansi IV m n I JUMLA
H

NON
ASN

1
Inspektorat
Daerah 16 25 2 0 42 3

16 25 2 0 42 3
Sumber: Bezetting Pegawai Inspektorat Daerah-Desember
2022

Berdasarkan Golongan dan Non ASN Per 31 Desember 2022
Menurut tabel di atas, golongan pegawai golongan III mempuyai jumlah 
yang lebih banyak dari golongan II. Selain itu terlihat pula bahwa di 
Inspektorat Daerah juga ada pegawai non ASN yang bertugas sebagai 1 
tenaga Pelayanan Umum, 1 Pengemuai dan 1 penjaga malam di bekas 
kantor Inspektorat Daerah.

Sedangkan menurut jenis kelamin, pegawai di lingkungan 
Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pegawai Lingkungan Inspektorat Daerah 

Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2022
No Perangkat Daerah Lahi-lahi Perempuan Jumlah
1 Inspektorat Daerah 24 21 45

Jumlah 24 21 45
Sumber: Bezetting Pegawai Inspektorat Daerah -  Desember

2022

Komposisi pegawai laki-laki di Inspektorat Daerah sejumlah 24 
orang, yang mana lebih banyak daripada pegawai perempuan yang 
berjumiah 21 orang.
Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai di lingkungan Inspektorat 
Daerah tampak dalam tabel berikut ini :
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Tabei 2.3
Pegawai Lingkungan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2022

No.
Perangkat

Daerah
SLTA
/D-l

S-l/
D-4 S-2 JMLH

1
Inspektora 
t Daerah 4 26 15 45
Jumlah 4 26 15 45

Sumber: Bezetting Pegawai Inspektorat Daerah -  Desember 2022
Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA mempunyai jumlah 

yaitu 4 orang atau 8% dari total pegawai, sedangkan tingkat pendidikan 
SI sebanyak 26 orang atau 57,77% dari total pegawai, Tingkat S2 
sebanyak 15 orang atau 33,33% dari total pegawai.

Tabei 2.4
Pegawai Lingkungan Inspektorat Daerah 

Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2022
No. Jabatan

Struktural/Fungsional
Eselon Jumlah

1 Inspektur Daerah II 1
2 Sekretaris Inspektorat III 1
3 Inspektur Pern bantu III 1
4 Kepala Sub Bagian IV 2
5 Auditor Madya JFT 6
6 Pengawas Pemerintahan Urusan 

Pemerintah Daerah (P2UPD) 
Madya

JFT 8

7 Auditor Muda JFT 5
8 Auditor Pertama JFT 4
9 Pelaksana JFT 5
10 CPNS JFT 8

2.2.2, Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor pen ting dalam 

rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi 
kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan 
prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten 
Sukoharjo antara lain:

Tabei 2.5
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah 

Per 31 Desember 2022

No. Sarana/ Prasarana
Kondisi 

Tahun 2022
1. Kendaraan Dinas

a) Roda 4 6 buah
b) Roda 2 7 buah

2. Komputer 39 unit
3. Printer 16 emit

Renstra Perubahan inspektorat Daerah 2021-2026 II- 14



4. Koneksi Jaringan 24 jam
5. LCD 1 unit
6. Laptop/Notebook 16 unit
7. Kamera 3 unit
8. Sound System 2 set
9. Scanner 2 unit
10. Rollmeter 5 buah
11. Telephone Mobile 1 buah
12. Facsimile 1 unit
13. CCTV 1 unit
14. Rompi Saber Pungli 40 buah
15. TV 2 buah

2.3. Kinetja Pelayanan PD
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukohaijo Tahun 2016- 

2020 yang lalu telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai, yaitu:
1. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP)
2. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP

Secara lengkap kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten 
Sukohaijo periode tahun 2016-2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerab 

Tahun 2016-2020

NO SASARAN INDICATOR KINERJA
TARGET RENSTRA RELAiSASI RENSTRA

2016 2017 2018 2019 2020 2016 201? 2018 2019 2020

t 2 4 8 8

1 Tercaparya Laporan Keuangan 

Daeran dengan cp n  wajar Tanpa 

Pengecuatan

Opni BPK WTP WTP W TP WTP WTP WTP WTP W TP WTP WTP

2 Terwuudnya Sistem  PengentHian 

M em Pem entah

Level M afertasAPP Leve)2 Level 2 Level 2 Level 3 Levei2 leve l2 Level2 Leve(2 Level 3 Level 3

3 Tefw ifjdnyapenncjaan 

Kapabttas Aparat Pengavas
Level Kapatxttas W P Level 2 Level2 Level 2 Levei2 Level 2 leve l2 Lev02 L6V02 Levei2 Level 3

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian hasil dari ketiga 
sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP)
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) 

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai ke wajar an 
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 
didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate 
disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 
efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah 
opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap 
memberikan informasi yang bebas dari salah sajian material. Jika
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laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini 
berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan pemerintah 
dianggap telah menyelenggarakan piinsip akuntansi yang beriaku 
umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya 
dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengambilan keputusan.

INDIKATOR IMPUKASITHD CAPAIAN PROGRAM PERIODE 
AKHIR RENSTRA

Opini WTP Target: 5 th WTP 
Reaiisasi: 5 Th WTP
Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
m em enii Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”

2. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tujuan dari SPIP adalah guna memberikan keyakinan memadai bagi 

OPD atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, 
pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang-undangan 
sehingga dapat memberikan peiayanan prima pada masyarakat. Terkait 
dengan penyelenggaraan SPIP, indikator kineijanya yaitu : Tingkat 
maturitas SPIP

Hasil penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh BPK 
Perwakilan Jateng dan dilanjutkan dengan Quality Assesment oleh BPKP 
Pusat tahun 2019, level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
adalah sebesar 3,06. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target level 3 
telah dapat dicapai lebih awal dari target yang telah ditetapkan (akhir 
renstra).

INDIKATOR (MPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM  PERIODE  
AKHIR RENSTRA

Level Maturitas SPF* Target: Level 3 
R eaiisasi: Level 3
Pengendalian telah dirancang secara memadai mulai dari 
ingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian, inform al (ten komunikasi dan kegiatan 
pemantauan dilaksanakan secara efektif dalam rangka 
mendukung pencapaian tujuan organisasi

3. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama 

semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP 
diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai 
tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai 
pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen 
pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang 
baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang 
bersih (clean government).

Sesuai dengan target yang diamanatkan dalam RPJMN 2014 - 2019 
secara nasional APIP ditargetkan mencapai level 3 paling lambat akhir 
tahun 2019. Hasil reviu atas hasil Quality Assurance BPKP Perwakilan 
Jawa Tengah terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP/Inspektorat 
Kabupaten Sukoharjo, level 3 Kapabilitas APIP barn tercapai pada tahun 
2020 .
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INDIKATOR IMP LIKAS 1THD CAPAfAN PROGRAM PERiODE 
AKHIR RENSTRA

Level Kapabilitas A P P Target: Level 3 
Reafisasi: Level 3
Kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah 
ditetapkan, didokumentasikan, dan tenntegrasi satu sama 
lain, serta merupakan infra struktur organisasi

Kendala yang dihadapi:
a. Belum dilaksanakannya audit kinerja untuk menilai aspek 3E 

(ekonomis, efektif, dan efisien) karena belum disusunnya program 
audit, register risiko, dan peta audit yang cukup memadai guna 
mendukung penilaian 3E;

b. Belum dilaksanakannya kegiatan pemberian jasa pemberian saran 
(advisory service) secara optimal, berupa konseling, bimbingan teknis, 
asistensi, dan focus group discussion karena keterbatasan anggaran 
dan SDM. Selama ini yang telah dilaksanakan baru kegiatan konseling 
saja;

d. AP1P belum berperan aktif dalam memverifikasi dan menilai efektivitas 
metodologi dan proses Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh auditi, 
sehingga auditi belum memperoleh aampak yang optimal dari 
penyusunan dokumen Manajemen Risiko;

e. APIP belum sepenuhnya melakukan anaiisis dan evaluasi dengan 
mengidentifikasi informasi yang cukup andal, relevan, dan berguna 
dalam mencapai tujuan penugasan yang diberikan.

Terkait dengan pelaksanaan dan operasional anggaran dan realisasi 
pendanaan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo, secara 
umum dapat dijelaskan sebagai berikut :
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2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat
Daerah
Merujuk pada capaian kineija pelayanan yang ada, Pelaksanaan 

pengawasan ke depan akan lebih difokuskan pada terselenggaranya SPIP dan 
terwujudnya peningkatan kapa'bilitas APIP dalam rangka mencegah 
penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan 
kepercayaan (trust) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan 
masyarakat secara responsif (quick response).

Berdasarkan Analisa SWOT, tantangan dan peluang pengembangan 
pelayanan di Inspektorat Daerah
Kabupaten Sukoharjo dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

No Aspek Pekang
(OpportMiliStj 1

Tantangan
(Threats)

1 Ststemf
kebtjakan

1 KomtUmai unsut ptruanan daecahdabRi 
mewugudkan tata kefofa pemerantahan dan 
tatakeicria fceuarwjan yang teaik;

2 Tertetnya berfeagai aturan/ragulasi yang 
m am bda peluang penguagan peran 
inspektorat

3 Penerapan E-Audt daiam proses kegiaCan 
pemeriksaan memberikan Jrartsparansi 
dan akuntabdas pengawasan yang leiah 
teak

1 Kergnan dar stakeholders bahwa 
Inspektorat seSaku APS3 dapat menjadi 
mitra konsdasi untuk memberikan

2 APS3 dftuntut untuk mam pu menitai 
aspek 3E (ekonomts, efektif dan efisien) 
dari suatu kegatan dan mampu 
memberikan koosuftasi pada tata keloia 
Manajemen Risiko, dan Pengendalian 
internal,

3 Penerapan e- Audit memeriukan 
pemahaman yang ekstra terkait dengan 
penggunaan informasi

2 Ketembagaan 1 Inspektorat cSbenkan peran dan 
kewenangan yang besar dalaim 
membenkan tarty Warning System 
fcepada Kepala Daerah dalam konteks 
pengawasan

1 Tuntufan penguatan peran Inspektorat 
sebagai consulting partner bagi OPD di 
lingkungan Kab. Sukoharjo;

2 Pofca hdbungan kerja jabatan fungs tonal 
yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas.

3 Sumber Days 
Manusia

1 PebangtiagiAPPyangngin
menganbar^tan kompefensi tS bidang 
pengawasan tn trta  luas

1 Komptekbv&as pekerjaan dan 
perkembangan teknoiogt harus 
danmbamgs dengan peningkatan mutu 
SDM pengawasan

3 Uragfcungan
Strategis

1 Keberadaan mitra seperti APH, Inspektorat 
Provinsi, BPKP daiam kegiatan 
pengawasan d  OPD Pemeirtah Kab 
Sukohaijo;

2 Dukungan Komist Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan 
dan pemberantasan korupsi;

3 Adarrya penugasan dari Menteri 
Pendayaangunaan dan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PAN danRB) 
mengenai Penkaran Manckri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi, WHayah Bebas dari 
Korupsi dan WSayah Birokrasi Bersfo dan 
Melayar»i. serta Zona M egdas yang 
ddutarg oleh ultra.' stakeholder terkait;

4  Adanya Nota Kesepahaman dan 
Perjanjtan Kerjasama antara APR3 dan 
Aparat Penegak Hukum tentang 
penanganan Aduan Masyarakat dalam 
penyelenggaraan Feraemiateri Daerah.

1 Tuntufan pubkk atas transparansi hasil 
pengawasan Inspektorat Kab. Sukoharjo
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan PD

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah 
Kabupaten Sukohaijo, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus 
dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi danjalan keluarnya. 
Permasalahan tersebut, harus diselesaikan dalam rangka peningkatan 
kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Sukohaijo.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo mempunyai tugas pokok 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat 
Daerah Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineija dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
dari gubemur;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya.
Hasil identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi Inspektorat Daerah, disajikan dalam tabel halaman berikut:
Tabel 3.1

lUentifiicasi Permasalahan
No_______ Masai ah Pokok

1 Level Kapabi litas Intern 
Pemerintah pertu 
drtingkatkan

2 Tmgkat kedewasaan 
(maturitas) pengendahan 
internal di kngkungan OPO  
pertu dtSngka&an

M a s a la h

1 Kegiatan pengawasan masih 
belum memberikan dampak 
yang optimal bagi mitra

2 Professonalrsme dan 
kompetensi APB3 masih pertu 
ditingkatkan

3 Penggunaan TI belum 
optimal digunakan daianrt 
kegiatan pengawasan

1 Belum aptimatnya 
pengelotaan risiko di lingkup 
OPO

2 Masih kurangnya penerapan 
niiai mtegntas bagi ASN

Akar Masalah
1 Kegiatan pengawasan belum 

bertokus pada hasil 3E
B elum  optim alnya penanganan  
kasus /  pengaduan m asyarakat

2 Peran APB3 dalam menjalankan 
peran layanan Pemberian Saran 
(Advisory Services) belum 
optimal

3 Belum ada APIP yang memiliki 
sertiSkasi keahtian pengawasan 
khusus.

4 Sistem T l yang mendukung 
pengawasan belum terintegrasi, 
SDM pertu meningkatkan 
kompetensi penggunaan TI

1 Register risiko pertu disusun 
secara sistem atis dan 
komprehensif

2  Budaysa integritas belum  
terintem altsast secara  baik
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih untuk periode 
Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan masyarakat sukoharjo yang lebih 
makmur” dimana untuk mewujudkannya di jabarkan dalam beberapa misi 
pembangunan daerah, yakni :

1. Mewujudkan tata Keloia pemerintahan yang baik melalui 
percepatan refomasi birokrasi;

2. Meningkatkan sumber daya manuasia yang berkualitas;
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi;
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan. 

Sedangkan program kerja unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 
adalah :

1. Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan 
Sistem Layanan Terintegrasi;

2. Penguatan kapasitas desa/kelurahan;
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kader 

pembangunan daerah;
4. Pemberian bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
5. Penerapan Pendidikan bagi semua yang teijangkau;
6. Penguatan sistem kesehatan dan penanganan pandemi covid-19;
7. Jaring Pengaman Sosial pasca pandemik covid-19;
8. Pengembangan keolahragaan dan pengembangan generasi muda
9. Penguatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19;

10. Penguatan Produksi Petani;
11. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif;
12. Penguatan Infrastruktur Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, 
Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah 
misi pertama, yaitu “.Mewujudkan tata Keloia pemerintahan yang baik 
melalui percepatan refomasi birokrasi”. Sementara untuk program keija 
yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah ; 
Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem 
Layanan Terintegrasi.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Terpilih, dapat disajikan pada tabei halaman berikut:
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Tabel 3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih

V is i, M is i d a n  P ro g ra m  KD H T n p n N i h w p ilta n l P c ra a sa fa fe a n F a tto r  p e n g h a m b a t d a n  P e n d o ro n g

4 *  * ----«-■ - - " * - «• r - > - ...f  2*3&3w- 1 S tasfc b e ta s  e fe ttb ja  (B a n F a to  peggham bat11 -.V, 'At,_A__«
K q p a U a s  M V 1 Jum tah SO M  A P P  ja n g  m asih  kurang

p w ir t t l f r a u lw J i 2  M s m  apfem ateqa 2  B efcm  opemafc>)B pen e iapa n  m ajem en

M enu fu tika n  T a te K e ta la P a n e » w to fc *i 

Yang B a ik m e fa k ji P ercep tan R e km na s

B iro kras i

R e fcn r.a s  Bwcfcras: ja rg  S n a re s  

Bertsasis T e fe tc fo g i h fc n s a s  dan  S ta te n  

U p o iT c i t ) B a

2  P e s m tu s a z a  te b $ a k m  te te is  

p e s ^ w a s s s  dan

F&^kS3S$33in pe&tg3K3S3R

penerapan S P P  d a i daerah n sw o d id a e ra ft

M fc r fM o n n g

t  K o n tta e n  dan  dukungan K epa la  D aerah

2  K o m ita n e n  dan  dukungan p im p inan  OPD

3  S arana dan  prasanan yeng m em adai

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri dan 
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif 
dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif 
dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal 
memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta 
menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat 
Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal 
adalah :
“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan 
dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat 
Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 
bersih (good governance and clean government).
Hal tersebut mendasarakan pada tuntutan akan perubahan paradigma 
pengawasan, yakni keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk 
menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun 
juga melaksanakan penataan dan penyempumaan sistem, struktur 
kelembagaan dan proseaur pengawasan yang independen, efektif, efisien, 
transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan 
yang aihadapi mitra kerja inspektorat Jenderal. Serta keinginan untuk 
menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan 
berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan 
memberikan keteladanan bagi mitra keija Inspektorat Jenderal dalam 
mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan 
kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal 
sebagai pelanggan (customer satisfaction).

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka misi 
Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian 
Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan 
pemerintahan dalam negeri,.adalah :

Renstra Perubahan Inspektorat Daerah 2021-2026 III- 24



1) Mewujudkan tata keioia melalui sistem pengendalian intern dan 
manajemen risiko;

2) Mewujudkan akuntabiiitas melalui pengelolaan keuangan efektif, 
efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan 
penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan.

Misi tersebut, secara khusus dimaksudkan untuk memberikan fokus 
kepada perubahan peran dan cara keija pengawasan, dimana 
pengendalian lebih ditekankan melalui preventive control, yang antara lain 
diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan 
manajemen risiko. Serta memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra 
keijanya untuk saling bekeijasama, dapat menjadi pemandu dalam 
perubahan organisasi (agent of change) dan fokus pada pencapaian tujuan 
organisasi dalam jangka panjang.

Sejalanan dengan visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai Inspektorat Jenderal dalam perioae waktu 2015-2019 adalah 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good 
governance and clean government) serta berintegritas di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di 
daerah.

Dalam konteks pelsaknaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten 
Sukohaijo, visi, misi dan tujuan Insspektorat Jenderal Kemendagri 
tersebut, sejlan dengan mandate misi yang harus dijalankan Inspektorat 
yaitu misi : “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui 
percepatan refomasi birokrasi”

Telaahan Renstra Inspektort Jenderal Kemendagri, dapat disajikan 
pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri
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3.3.2. Telaakan Rsnstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengak

Visi Gubemur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2021-2026 
adalah “ Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi , 
Mboten Ngapusi”.
Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi 
pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:
a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang reiigius, toleran dan guyup 

untuk menjaga NKRI;
b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas 

sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja 

untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
a. Menjaaikan rakyat Jawa Tengah iebih sehat, lebih pintar, iebih 

berbudaya dan mencintai lingkungan.
Untuk mewujudkan misi-misi di atas, program-program kerja 

utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun 
ke depan, yaitu:
a. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, 

anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
b. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji;
c. Reformasi birokasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;
d. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
e. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes 

dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
f. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta 

melindungi kepentingan nelayan;
g. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jaiur kereta dan 

bandara serta pembangunan embung/irigasi;
h. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
i. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB 

dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabei;
j. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah 

kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diem'ban oleh Inspektorat 
Provinsi Jawa Tengah, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan 
fungsinya adalah misi kedua, yaitu “Mempercepat Reformasi Birokrasi 
yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota”, 
sedangkan untuk program kcija yang terkait dengan tugas dan fungsi 
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah Reformasi birokasi di 
Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi”.

Secara sederhana, hal tersebut dapat dibaca sebagai Pemerintah 
Provinsi tidak hanya fokus pada percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat 
Provinsi saja, tetapi juga mendorong dan mengajak Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di wilayahnya masing-masing.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat 
Kabupaten Sukoharjo, maka pelaksanaan misi dan program kerja yang
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dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan pelaksanaan 
misi yang harus diemban Inspektorat Kabupaten Sukohaijo, yakni : 
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan 
reformasi birokrasi.

Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri, dapat 
disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

M is i ia s p e k ta a t P ro * T ^ M fe a ta s p c M D ia t P r ia iin M n i F a tte r  p e n g h a ra b a t da n  P e n d o ro n g

M o m M m s  te fw s ix fcT je  w a  ja te n g : ' 1 M em ban& i tk /D a s  daia>~ 1 Befean sm a g n jiB  C Etalisaaan F a to p e n g h a m b a t

M enoja Jafeng SejaM era dan B e nH an , pengaeasae  p a g e te a g ^ a a n tegas w g s  ‘m p k t k x a t 1 Bafesan k e ite n g a n a n  pem eriksaan

T e tep  i & t o  S to ic a l ,  S JB sto JM W im ftilftlM  111’ll I h t  

2  P e z rn m s a & a  te k r m d a a rs fc  d a ia m  p e S s k a m m

2  S e im s  a p fe s^n ya  ka a n & ia s  dan supervisi 

pengaw asan penyelenggaraan

R e fc n tta s  B u n in a s  -jg  d m a m is  se rta  

K a ta p a ta n tto b

a fe H a rsp e a g a a a sa is tia e  

t r l t r w i p rn g — asaa

n a s p m g a d a p o se e n ^ fe a n  daerah Ip ro w is  dan 

F a t t r M o n q

1 K a n ikn e n  dan rW em ganK epala  Daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Dalam penyelenggaran pemerintahan, sesuai dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo omor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Sukohaijo 
memiiiki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Terkait 
dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Sukohaijo tidak 
memiiiki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada 
pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarakan indentifikasi permasalahan dan telaahan di atas, isu- 
isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat 5 
tahun ke depan adalah :

3.5.1. Kapabilitas APIP perlu lebih ditingkatkan

Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari Watchdog 
menjadi Quality Assurance dan Consulting Partner sudan berlangsung 
selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaanya belum 
optimal, khususnya dalam menyikapi peran sebagai consulting partner.

Teijadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP 
dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan 
orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan 
kepada OPD sebagai mitra audit {customer satisfaction). Inspektorat selaku 
APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus 
dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Perbedaan paradigma lama 
(pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) 
tampak seperti pada tabel halaman berikut:
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Tabel 3.5
Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru

Pardigm a
No Uraian Lama Baru

Konsuttan Katalisator
1. Peran W a tch d o g Dap at memberikan 

advice dalam 
pengeloiaan swnber 
day a orgarusasi 
setvngga dtharapkan 
organisasi dapat 
meman^atkan sumber 
daya yang dimUikmya 
secata dam om is. 
efisien dan efisien dan 
elekW

Berkartan dengan quality 
assurance yang bertujuan 
membimbing manajemen 
dalam mengenali risiko-risiko 
yang mengancam pencapaian 
tujuan organisasi dan 
meyakinkan batiwa kegiatan 
organisasi yang dijalankan 
leSah menghasilkan output yang 
dapat memenuhi kebutuhan 
customer

2 Audit yang 
Diiaksanakan

C o m p lia n c e  A u ttt
(A u d it
K e p a tu h a n )

P e rfo rm a n ce  A u d it fiis k  b a se d  a udit

3. Tujuan Audit Memaslikan 
keteaSanfkepafah 
an terHadap 
ketenkjan, 
peraturan atau 
keb|akan yang 
telah ditetapkan

Meyakinkan batiwa 
organisasi tetati 
me mantaatkan sumber 
daya organisasi secara 
ekonomis. efisien dan 
efektfdaiani rangka 
mencapai kjjuai 
orgntsasi

Memberikan panduan bagi 
manajemen untuk dapat 
mengenali risiko yang 
berpotensi mengancam  
pencapaian tujuan organisasi

4. Sifat
Rekomeradasi

Rerbaskan jangka 
pendek

Jangkam enengah Jangka panjartg

3.5,2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat assurance (penjaminan 
mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat 
preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang bemiang 
hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa 
SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif disetiap pelaksanaan 
tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
Kedepannya isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas 
penanganan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam 
penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Selain itu, pengembangan Pembangunan Budaya Integritas (PBI) 
perlu terns didorong mengingat peran integritas yang cukup besar dalam 
upaya pengendalian intern. Ke depannya PBI tetap akan menjadi fokus 
kegiatan pengawasan di Kabupaten Sukohaijo. Kegiatan PBI yang kontinyu 
dan konsisten akan membantu memastikan rencana aksi dalam kegiatan 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi optimal.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pemyataan tentang hal-hal yang Derlu dilakukan 
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab Isu strategis 
dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang 
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, 
spesifxk, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 
5 (lima) tahun ke depan. Perumusannya memperhatikan pemyataan 
tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi 
Inspektorat Daerah.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo 
mempunyai peran penting sebagai mjukan utama dalam perencanaan 
bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka 
mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD tahun 
2021-2026. Qleh karena tujuan dan sasarannya harus selaras dengan 
tujuan, dan sasaran dalam RPJMD. Adapun keselarasan hubungannya 
dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan
Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo
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Berdasarakan gambaran di atas, maka tujuan yang ingin dica.pai 
oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo pada Rencana Strategis 
Tahun 2021-2026, yaitu: “Terwujudnya tata pemerintahan yang 
professional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang efektif” yang dapat dilihat atau diukur dari 
pencapaian nilai penguatan pengawasan pada Indeks Reformasi Birokrasi 
Komponen Pengawasan yang berfungsi sebagai indikator kinerjanya. 
Adapun Sasaran yang hendak diraih oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 
Sukohaijo adalah :
1. Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah, dengan parameter capaian nilai dan level maturitas SPIP.
2. Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan parameter 
capaian level kapabilitas APIP daerah.
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Secara umum tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten
Sukoharjo untuk 5 tahun ke depan, dapat digambarkan pada tabei berikut

Tabei 4.2.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

Via :■ «
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Tabei 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

No Tujuan Sasaran Xndikator Satuan

Target Kinerja pada

2021 (transfsl) 2022 2023 2024 2025 2026

Target Realises) Target Reallsasl Target Target Target Target

Sebelum Perubahan

1

Terwujudnya tata pemerintahan 
yang profeslonal melalui penguatan 
pengawasan penyelengaraan 
pemerintah daerah yang efektlf

Nllal penguatan 
pengawasan dalam 
Indeks Reformasi 
Birokrasi Satuan B N/A 9 N/A 9 9 10 10

1.1
Menlngkatnya efektlvltas penetapan 
sistem pengendaiian Internal pemerintah Level Maturltas SPIP Level 3 3 3 3 3 3 3 3

1.2

Menlngkatnya peran konsuitan dan 
katallsator APIP dalam pengawasan 
penyelenggaraan pemerintah daerah Level Kapabllltas APIP Level 3 3 3 3 3 3 3 3

Seiudah Perubahan

1

Terwujudnya tata pemerintahan 
yang profeslonal melalui penguatan 
pengawasan penyelengaraan 
pemerintah daerah yang efektlf

1.1
Menlngkatnya efektlvltas penetapan 
sistem pengendaiian internal pemerintah

Indeks Efektlvltas 
Penngendallan 
Korupsi (IEPK) Level/Skor 2 2 2 2/2,759 2 2 3 3

Menlngkatnya peran konsuitan dan 
katallsator APIP dalam pengawasan 
penyelenggaraan pemerintah daerah Level Kapabilitas APIP Level/Skor 3 3 3 3/3,000 3 3 3 3
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SAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan - 
tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Sedangkan kebijakan 
diartikan sebagai tindakan seeara operasional dari pimpinan instansi 
untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai 
dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Strategi dan kebijakan dalam 
Perubahan Renstra Inspektorat Daerah ditetapkan untuk mencapai tujuan 
dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah yang selaras dengan 
strategi dan kebijakan daerah serta sebagai rencana program prioritas 
dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat 
Daerah menunjukkan bagaimana cara Inspektorat Daerah mencapai 
tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah, target kinerja 
hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi 
dari Inspektorat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan 
perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat Daerah 
mencapai tujuan dan sasaran dengan efektlf.

5. 1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka / upaya 
pencapaian sasaran. Adapun Rumusan strategi merupakan pemyataan 
yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta 
selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam upaya 
mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, 
Inspektorat Daerah menempuh strategi sebagai berikut:
a. Membangun koordinasi dan keijasama lintas PD, lintas pemerintah, 

lintas stakeholder lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen 
perencanaan, pengendaiian dan evaluasi kebijakan perencanaan 
pembangunan.

b. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten 
dalam bidang penelitian dan pengembangan.

c. Meningkatkan partisipasi perguruan tinggi maupun masyarakat agar 
terlibat dalam penelitian dan pengembangan.

d. Meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah.

5. 2. Kebijakan

a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta keijasama 
dalam pelaksanaan pengendaiian dan evaluasi kebijakan perencanaan 
pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang 
berkualitas dan partisipatif.

b. Melaksanakan kejasama dengan steakholder guna mendukung 
pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

c. Melaksanakan keijasama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan.

d. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai 
melalui diklat.
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Strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah, dapat dijabarkan pada 
tabel berikut:

Tabel 5.1.
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Sukoharjo 2021-2026

ArahfebtfakanTefwujudnyatatepemeratfalan yang profesiona! meialui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif pengawasan
Merangfcataya efektriritas penerapan sisSem pemgeadate iitoaaE Peugejsifafa Menial 

2 Featoaan Pengas-asa*

siaerafeywgefeifif

ram MW 
pespniSR 

(qeoRy assurance} dan

peagawasanpenyetenggaraan

3 Pettsanaan T«*bk tankt Hasi Tewnn N g u s a i
4 P̂ SaksarBHD&rahras SftHSPOPB

Peiateaiaan SefemHsi Birokrasi 
oeneswasao3 Penriampisga; penyisuoa MR OH)4 fioonfinaH, Momtormgdas
EnkasisnSiyeAs

Korupsi

1 Melaksanakan monitoring Sistem Penj^ndalian internal Pemerintah yang cStaksanakan oieh Perangkat Daerah2 Melaksanakan pengawasan terhadap nengelolaan pemerintahan daerah secara berkaia sesuai dengan Program Kerja 
PHwraiTiwn3 Melaksanakan monitoring tindak lanjut hast! temuan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan4 Melaksanakan evaluasi Akurrtabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Progam Kerja Pengawasan Tatass

1 MUaksaraiakan penilaian mandiri RB
2 Metakakan pemngkatan kualitas SOM pengawasan sesuai tugas dan fungsi3 Melakukan pendampingan penyusunan MfpadatrapOPD4 Melakukan koordinasi dan moven program mandatori pence ga ran dan perafaamraEan korupsi di daerah
5 Melakukan man pengendalian gratifikasi dan kepstehars peiaporan LHKPN dan 1MMSN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan 
kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang 
lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kineija 
untuk lima tahun mendatang.
6. 1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan 
tersebut, maka Inspektorat Daerah menetapkan rencana program 
yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai 
berikut:
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Pendampingan dan Asistensi
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3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/'Kota 
6. 2. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh 
Inspektorat Daerah selama lima tahun yang akan datang adalah 
sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
c. Reviu Laporan Kinerja
d. Reviu Laporan Keuangan
e. Pengawasan Desa
f. Keijasama Pengawasan Internal
g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 

RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

4. Pendampingan dan Asistensi
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi 

Birokrasi
c. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi
d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineija Perangkat 
Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineija dan 

Ikhtisar Realisasi Kineija SKPD
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan / Triwuianan /

Semesteran SKPD
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g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

8. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Peraiatan Rumah Tangga
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

a. Pengadaan Peraiatan dan Mesin Lainnya
b. Pengadaan Meubelair Kantor

10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Peraiatan dan Mesin Lainnya

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah 
ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kineija dan 
targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan 
kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan 
dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana 
program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja, kelompok 
sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat Daerah selama 
tahun 2021 -2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan 
kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah 
rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun 
(2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kineija dan pendanaan 
indikatif.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan 
kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang 
dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 
Sukohaijo dalam lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program
Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan 

tersebut, maka Inspektorat Daerah menetapkan rencana program yang 
akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:
1. Program Penyelengga raan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah.

6.2. Kegiatan/Sub Kegiatan
A. Program Penye lenggaraan Pengawasan;

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
a. Pengawasan Kineija Pemerintah Daerah;
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
c. Reviu Laporan Kineija;
d. Reviu Laporan Keuangan;
e. Pengawasan Desa;
f. Kerjasama Pengawasan Internal;
g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 
RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu,

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan

|l, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;. 
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

2. Pendampingan dan Asistensi
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Pendampingan, Asistensi, Verillkasi, dan Penilaian Reformasi 
Birokrasi;
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verillkasi Peneegahan 

dan Pemberantasan Korupsi;
d. Pendam pingan, Asistensi dan  Verifikasi Penegakan Integritas.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah
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1. Perencanaan, Pcnganggaran, dan Evaluasi Kincrja Perangkat 
Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineija dan 

Ikhtisar Reaiisasi Kineija SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi 

Keuangan SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD;
e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Reaiisasi 

Anggaran.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peraiatan Rumah Tangga;
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 

undangan;
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

a. Pengadaan Peraiatan dan Mesin Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Pemeliharaan Mebei.
c. Pemeliharaan Peraiatan dan Mesin Lainnya.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, 
selanjutnya dirumuskan indikator kineija dan targetnya, serta pendanaan 
indikatif untuk membiavai program dan kegiatan selama lima tahun yang 
akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai 
berdasarkan misi.
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Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kineija, dan 
pendanaan indikatif selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada halaman 
berikut:
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Tabel 6.1
Perbandingan Indikator Lama dan Indikator Baru 

Sesuai Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Lama Satuan Indikator Baru Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah
1 2 3 4 S 6 21Terwujudnya tata pemerintahan yang profeslonal melului penguatan pengawasan penyelengaraan pemerintah daerah yang efektif Nllal penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) SkorMeningkatnya efektl vitas penetapan sistem pengendalian Internal pemerintah Level Maturitas SPIP Level Level Maturitas SPIP Level

6.01.02 PROGRAMPENVELENGCARAANPENGAWASAN Persentase capalan Penyeienggaraan Pengawasan person Persentase capaianPenyeienggaraanPengawasan persen
6.01.02.2.01 Penyeienggaraan Pengawasan Internal Persentase Penyeienggaraan Pengawasan Internal persen Persentase Penyeienggaraan Pengawasan Internal persen
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Klnerja Pemerintah 

Daerah Irban 1, 2,3
38



6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian 
Kerugian Negara/Daerah Irbansus

Persentase capaian penyelesaian 
kasus TPGR persen

Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah yang 
Dlianganl

Laporan

6.01.02.2.02,02 Pengawasan dengan Tujuan 
Tertentu Irbansus

Persentase capaian penyelesaian 
Pemeriksaan Dengan Tujuan 
Termtu(PDTT)

persen
Jumlah laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu

Laporan

Menlngkatnya peran konsuitan dan katallsator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah level Kapabllltas APIP Level Level Kapabllltas APIP
6.01.03, PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi persen
6.01,03,2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dl Bidang Pengawasan dan Pasllltnat Pengawasan

Pemenuhan kebutuhun kebijakan dan Petunjuk Teknis dl bidang Pengawasan persen
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis dl 

Bidang Pengawasan
Sekretariat, Irban 1 ,2 ,3  dan IrbansusTersusunnya PKPT berbasis ristko dan K ebijakan tekhis pelaksanaan pengaw asan Dokumen

Jum lah Rekom endasl Kebijakan Teknis dl Bidang Pengaw asan yang dlsusun dokum en
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6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebljakan Teknis dl 
Bldang Fasllitasi Pengawasan

Sekretariat, Irban 1 ,2 ,3  dan lrbansusCakupan fasllitasi/ pendam pingan/ w orkshop/ pelatihan peningkatan kualitas perum usan teknis di bidang pengaw asan Dokumen
lum lah Rekom endast Kebijakan Teknis dl Bidang Fasllitasi Pengaw asan yang disusun laporan

6.01.03.2,02 Pendampingan dan Asistensl Persentase Pendampingan dan Aslstenst persen
&01MIQ101 Pendampingan dan Aslstml 

Drum Pemerintah Daerah
Sekretariat, irban 1 ,2 ,3  dan lrbansus

lum lah 0 F 0  yang mener&pkan M anajem en Risiko Bekumen

jum lah Perangkat Daerah yang dllakukan Pendam pingan dan Asistensl U ru ian  Pemerintah Daerah PerangkatDaerah
6MM2.02.02

Pendampingan, Aslstenst 
Verlflkasl, dan Pentium Re/bmasi 
Birokrasi

Sekretariat, Irban 1 ,2 ,3  dan lrbansus
JumlBh QPD yang terveflfikasi oleh assesor RB Dakumen

lum lah Perangkat Daerah yang dllakukan Pendam pingan, Asistensl, Verlflkasl, dan Penillan &8fe£MiLitekrgg! ... PerangkatDaerah
M l,03,10103

Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi serta Verlflkasl 
Peneegahan dan Pemberantasan 
Korupsi

Sekretariat, irban 1 ,1 3 dan lrbansus
Persentase Capaian kinerja peneegahan korupsi Korsugah KPK Dokumen

lum lah Kegiatan Koordinasi, M onitoring dan Svaluasi serta Veriflkasl Peneegahan dan Pem berantasan Korupsi Kegiatan
6.01.03,2.02.04 Pendampingan, asistensl dan 

Verlflkasl Penegakan Integrltas
Sekretariat, Irban 1 ,2 ,3  dan lrbansus

Capaian hasil survey SPt KPK Dokumen
lum lah Perangkat Daerah yang dllakukan Pendam pingan, A sistensl PerangkatDaerah
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dan Verlfikasi Penegakan Integrltas
MeningkatnyaAkuntabilltasKlnerla Ntlal SAKIP Nllai

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perientaae pelayanan penun|ang urusan pemerintah daerah Penen
1.201 Fereneanaan, Fenganggaran, dan ivaluasl Klnerla Perangkat Daerah

Cakupan Fereneanaan, Fenganggaran, dan Evaluasi Klnerla Perangkat Dnerahi Persen
0120101 Penyusunan Dokumen 

Pereneanaen Perangkat Daerah
Secretariat, Irban 1, 2, 3 dan Irhansus

Jumlah Dokumen Penncanaan 
Perangkat Daerah yang dlsusun dokumen

Jumlah Dokumen 
Pmncanaan Perangkat 
Daerah

Dokumen

01.20102 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD

Sekretariat, Irban 1 ,2 ,3  dan Irbansus
Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang 
disusun dokumen

Jumlah dokumen RKA-SKPD 
dan laporan hasil 
koordinasi penyusunan 
dokumen RKA-SKPD

Dokumen

01.201.03 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sekre taria t Irban 1 ,2 ,3  dan Irbansus
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Jumlah dokumen Perubahan RKA- 
SKPD yang disusun dokumen

jumlah dokumen perubahan 
RKA-SKPD dan laporan hasil 
koordinasi penyusunan 
dokumen perubahan RKA- 
SKPD

Dokumen

01.20104 Koordinasi dan Penyusunan DPA- 
SKPD

Sekretarlat, Irban 1 ,2,3 dan Irbansus
jumlah Dokumen DPA-SKPD yang 
disusun dokumen

jumlah dokumen DPA-SKPD 
dan laporan hasil 
koordinasi dokumen DPA- 
SKPD

Dokumen

01.20105 koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD

Secretariat, Irban 1 ,2 ,3  dan irbansus
jumlah Dokumen Perubahan 
DPA-SKPDyang disusun dokumen

jumlah dokumen perubahan 
DPA-SKPD dan laporan hast1 
koordinasi penyusunan 
dokumen perubahan DPA- 
SKPD ... . Dokumen

01,201.06
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capalan Kinerja dan 
Ikhtisar Real hail Kinerja SKPD

Secretariat, irban 1 ,2 ,3  dan Irbansus
Jumlah dokumen Laporan 
Capalan Kinerja dan Ikhtisar 
Reaiisasi Kinerja SKPD

dokumen

jumlah laporan eapaian 
kinerja dan Ikhtisar reaiisasi 
kinerja SKPD dan laporan 
koordinasi penyusunan 
laporan eapaian kinerja 
Ikhtisar reaiisasi kinerja 
SKPD

Laporan

01.202. Administrasi Keuangan PerangkatDaerah Gakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah peraen
01.202.01 Penyediaan Gajidan Tunjangan 

ASN Secretariat
Jumlah ASN yang disediakan gajl 
dan tunjangan orang Jumlah ASN yang menerlma 

Cajl dan Tunjangan
Orang/
Bulan

i 01.202.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujtan/Vertfikasi Keuangan 
SKPD

Sekretarlat
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Jumlah Pengelola Keuangan orang
Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujlan/Verfikasl 
Keuangan SKPD

Dokumen

01.202.05
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD

Sekretariat
Jumlah dokumen Pelaporan 
Keuangan Akhir Tahun dokumen

Jumlah laporan keuangan 
akhir tahun SKPD dan 
laporan hasil koordinasi 
penyusunan laporan 
keuangan akhir tahun SKPD

Laporan Sekretariat
01.202.0?

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Trlwulanan/Semesteran 
SKPD

Sekretariat
Jumlah Dokumen Laporan 
Keuangan
Bulanan/Trlwulanan/Semesteran

dokumen
Jumlah Dokumen Laporan 
Keuangan Bultman/ 
Trlmlgnan/SenmUran

Laporan

01202.00
Penyusunan Pelaporan dan 
Analtsls Prognosis Rmttstist 
Anggaran

Sekretariat
Jumlah dokumen Pelaporan 
Prognosis Rmltsasl Anggaran kali

Jumlah dokumen pelaporan 
dan analtsls prognosis 
mllsasi anggaran

Dokumen

01.209, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SekretariatCakupen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen Sekretariat
01,205,02 Pengadaan Pakalan Dinas 

Beserta Atrlbut Kelengkapannya Sekretariat
Jumlah Pakalan Dinas Beserta 
pertengkapannyayang diadakan orang

Jumlah paket pakalan dlnas 
beserta atribut 
kelengkapannya

Paket

01.205.09 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi

Sekretariat
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Jumlah laporan Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaianyang dlsusun

laporan
Jumlah Pegawai Berdasrkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidlkan dan 
Pelatihan

Orang

01.206. Administrasl llmum PerangkatDaerah Cakupan Administrasl llmum Perangkat Daerah persen
01.206,03 Penyedlaan Peralatcm Rumah 

Tangga Sekretarlat
Jumlah Piralatan Rumah Tangga 
yang dlsedlakan Jen Is

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Dlsedlakan

Paket

01206,04 Penyedlaan Bahan Loglstik 
Kahtor Sekretarlat

jumlah Loglstik Kantaryang 
dlsedlakan jenls Jumlah Loglstik Kcmtaryang 

dlsedlakan Paket

01206,OS Penyedlaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan Sekretarlat

Jumlah Barang yang dleetak dan 
dtgandakan lemhar

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggondaan 
yang dlsedlakan

Paket

01,206,06 Penyedlaan Bahan Baeaan dan 
Peraturan Pemdangmndangan Sekretarlat

Jumlah Bahan Baeaan yang 
dlsedlakan flap bulan buah

Jumlah Dokumen Bahan 
Bataan dan peratlran 
perundangan-undangan 
yang dlsedlakan

Dokumen

01,206,09 Penyelenggaraan Rapat 
Kaordlnasl dan Kansultasl SKPD Sekretarlat

Jumlah Rapat Kaordlnasl kali
Jumlah laporan 
penyelenggaraan rapat 
koordtnasl dan kansultasl 
SKPD

Laporan

Jumlah Kansultasl SKPD kali

01.207,
Pengadaan Barang Mlllk 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah
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Cakupan pengadaan Barang 
Mlllk Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah

persen

01.207.01
Pengadaan Kehdaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan

Sekretariat
Jumlah kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang dladakan

Unit
Jumlah kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang dladakan

unit

01.208. Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyedlaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen
Ql.2QB.01 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat

Jumlah Jasa Surat Menyurat surat Jumlah laporan penyedlaan 
jasa sum menyurat laporan

01208.04 Penyedlaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor Sekretariat

Jumlah SDM Pelayanan Umum 
yang dtsediakan orang

Jumlah laporan penyedlaan 
jasa pelayanan umum 
kantor yang disediakan

laporan

01.200. Pemellharaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemellharaan Barang Mlllk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen
01.209.02

Penyediaan Jasa Pem ellharaan, Blaya Pem ellharaan, Pajak dan Perlzinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan Sekretariat
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Jumlah Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kali Jumlah Pemeliharaan, 
Blaya Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan

Unit

01.209.03 Pemeliharaan Peralatan Mesln Lainnya Sekretariat
Jumlah Pemeliharaan Peralatan 
Mesln Lainnya Kali Jumlah Pemeliharaan 

Peralatan Mesln Lainnya Unit

K eterangan: TujuanSasaranProgramKegiatan

Renstra Perubahan Inspektorat 2021-2026 VI -47



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah 
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo sesuai dengan 
kewenanganya, melaksanakan urusan di bidang pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana sesuai dengan mandat 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukohaijo 
2021-2026, kineijanya diarahkan untuk dapat mewujudkan visi 
Pemerintah Kabupaten Sukohaijo Tahin 2021 2026 , yakni “Mewujudkan 
Kabupaten Sukohaijo yang lebih makmur”, dengan misi “Mewujudkan 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi 
Birokrasi”. Tujuannya adalah terwujudnya tata pemerintahan yang 
profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Berdasarkan mandat tersebut, maka akuntabilitas kinerja 
Inspektorat Daerah Kabupaten Sukohaijo yang ingin diwujudkan seiama 5 
tahun ke depan, diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian 
tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, dengan indikator kinerja sebagaimana 
tersaji pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kineija Penyelenggaran Bidang Urusan Pengawasan 
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

j.________ m n  u r i t e i ju n in i im fikator Kinerja Utama
t a n k tepefchovat

yangpro fen jaa i

3  98ia» Msairtabtiatasi Kikaggja

tsra®a«Bs» ya ng e M ns!

penvjasan

a Levei M sturitas SPiP

d » p e b |» a B p t tp %  
irs p w w f rina - i i f - i i f f f

pem ssim aki

ia&siaaater ASRP d a te s  pengawasan
b  le ve l KapabiictasAPfP

Adapun target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pengawasan 
seiama 5 tahun ke depan mengalami perubahan sebagai berikut:
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Tabel 7.2.
Target Kinerja Bidang Pengawasan tahun 2021-2026

No Tujuan Sasaran Indikator Satuan

Target Kinerja pada

2021 (transisi) 2022 2023 2024 2025 2026

Target Realises! Target Realisasi Target Target Target Target

Sebelum Perubahan

1

Terwujudnya tata pemerintahan 
yang profeslonal melalul penguatan 
pengawasan penyelengaraan 
pemerintah daerah yang efektlf

Nilai p e n g u a ta n  

p e n g a w a sa n  da la m  

In d e k s  R e fo rm a s i 

Birokrasi Satuan 8 N/A 9 N/A 9 9 10 10

u
Meningkatnya efektlvltas penetapan 
sistem pengendallan Internal pemerintah Level Maturltas SPIP Level 3 3 3 3 3 3 3 3

1.2

Meningkatnya peran konsultan dan 
katallsator APIP dalam pengawasan 
penyelenggaraan pemerintah daerah Level Kapabllltas APIP Level 3 3 3 3 3 3 3 3

Sesudah Perubahan

1

Terwujudnya tata pemerintahan 
yang profeslonal melalul penguatan 
pengawasan penyelengaraan 
pemerintah daerah yang efektlf

1.1
Meningkatnya efektlvltas penetapan 
sistem pengendallan Internal pemerintah

Indeks Efektlvltas 
Penngendallan 
Korupsl (IEPK) Level/Skor 2 2 2 2/2,759 2 2 3 3

Meningkatnya peran konsultan dan 
katallsator APIP dalam pengawasan 
penyelenggaraan pemerintah daerah Level Kapabilitas APIP Level/Skor 3 3 3 3/3,000 3 3 3 3
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